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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 245/PHPU.BUP-XXIII/2025

TENTANG
 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Aliong Mus, ST. dan Sahril Thahir
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

	
Termohon
	
:
	
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara 

	
Pihak Terkait
	
:
	
Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4

	
Jenis Perkara
	
:
	
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	
Amar Putusan
	
:
	
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


	Tanggal Putusan
	:
	 5 Februari  2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



	Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait adanya keterlibatan Pj. Gubernur Maluku Utara dan Sekda Provinsi Maluku Utara yang telah mengarahkan kepada ASN di seluruh Provinsi Maluku Utara untuk memilih Paslon 04 dengan cara mengirimkan WA blast dengan gambar photo Paslon 04, KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan perlakuan berbeda terhadap Paslon 04 pada saat dilakukannya tes Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024 khusus untuk Pihak Terkait sedangkan paslon lain dilaksanaka di RS Chasan Boesuri Ternate. Selain itu, menurut Pemohon, Paslon 04 juga tidak melakukan psiko test, Paslon 04 yakni Benny Laos telah mengalami gangguan kejiwaan sehingga seharusnya tidak lolos verifikasi Kesehatan (vide bukti P-6). Selain itu, proses pergantian Paslon 04 atas nama Benny Laos yang digantikan dengan istrinya juga dilakukan secara tergesa-gesa oleh KPU, Paslon 04 in casu Sarbin Sehe yang juga merupakan mantan Kandepag Maluku Utara telah melakukan kampanye ke jajaran ASN Kemendag dengan mengajak ASN Kemendag untuk memilih dirinya, proses pergantian Paslon 04 an Benny Laos yang digantikan oleh Sherly Djoanda juga bermasalah dan terkesan dipaksakan, telah terjadi pemberian uang (money politic) kepada para pemilih yang dilakukan oleh Paslon 04,  Pj. Gubernur dan Sekda Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelanggaran TSM yang menguntungkan Paslon 04. Selain itu, ada keterlibatan ASN di seluruh provinsi Maluku Utara yang mendukung Paslon 04. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024  tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, tanggal 08 Desember 2024, Mendiskualifikasi atau Menggugurkan Paslon Nomor urut 4 (Empat) atas nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.S.Ag dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2024-2029 dan Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada  Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Maluku utara.  
	Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil tersebut bukan merupakan kewenagan MK. Terhadap hal tersebut,  Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
	Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 17.26 WIT sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 22.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 248/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga menurut Mahkamah pengajuan permohonan a quo masih dalam tenggang waktu. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
	Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata uraian kedudukan hukum Pemohon, telah ternyata Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum dengan alasan yang hanya mendasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-1] dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-2]. 
	Bahwa dalam hal menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan terkait dengan syarat formil kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, dalam uraian kedudukan hukum, khususnya dalam hal Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Pemohon juga tidak menguraikan alasan yang sifatnya kasuistis yakni terkait adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ataupun kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ambang batas dimaksud sehingga Mahkamah harus menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. 
	Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.
Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 695.492  suara (total suara sah) = 13.910 suara;
Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 76.605 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 359.416 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 359.416 suara - 76.605  suara = 282.811  suara (40%) atau lebih dari 13.910  suara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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